
  

 
 

 
 

 QANUN KOTA BANDA ACEH 

 
NOMOR  4  TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH  

TAHUN ANGGARAN 2013 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 
 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Qanun Kota Banda 
Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 
2013; 

 

Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

 

 
 

3.Undang........ 
 

SALINAN 
 



  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3247); 

 
 

 
14.Peraturan........ 

 



  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028) 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
 

23.Peraturan..…… 



  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan  
kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah 
32. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banda Aceh tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) 
Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota 
Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kota Banda 

Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3); 
 

 
 

33.Peraturan..…… 



  

33. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2013 

(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 6 
Seri A Nomor 6); 

34. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 

2013 Nomor 2 Seri A Nomor 2); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH 
dan 

WALIKOTA BANDA ACEH 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

Pasal 1 

 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kota Banda Aceh  berupa Laporan Keuangan memuat : 

 
a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

 
 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 
 

Pasal 2 

 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a sebagai berikut : 
a.  Pendapatan .................  Rp.  928.240.738.868 
b.  Belanja .......................   Rp.  905.808.725.719 

Surplus . ................................................. Rp.    22.432.013.149 
c. Pembiayaan :  

- Penerimaan ............... Rp.   40.555.782.303 
- Pengeluaran ............... Rp.                         0 
Surplus ................................................... Rp.    40.555.782.303 

 
 
 

 
Pasal……..…… 

 
 
 



  

Pasal 3 
 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut : 
 

a.  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                      
Rp. 20.679.164.248 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Pendapatan  
  Setelah Perubahan ………………………  Rp.   948.919.903.116 
2. Realisasi ………………………………..….  Rp.   928.240.738.868 

                 Selisih kurang                        Rp.     20.679.164.248 
 

b.  Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                        
Rp.   80.166.959.701 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran Belanja  

 Setelah Perubahan ............................  Rp.  985.975.685.419 
2. Realisasi.............................................. Rp.  905.808.725.719                       
   Selisih kurang    Rp.    80.166.959.701 

 
c.  Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah                                  

(Rp. 59.487.795.452), dengan rincian sebagai berikut : 
1. Defisit ………..………………..........……  Rp.   -37.055.782.303 
2. Realisasi.............................................. Rp.    22.432.013.149              

Selisih kurang Rp.   -59.487.795.452 
 
 

d.  Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan........ Rp.  40.555.782.303 
2. Realisasi................................................ Rp.  40.555.782.303 
                       Selisih lebih  Rp.                         0 

 
e.  Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. 3.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan .....  Rp.    3.500.000.000 
2. Realisasi................................................ Rp.                        0                    

                          Selisih lebih Rp.    3.500.000.000 
  

f.  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah                             

Rp. (3.500.000.000) dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran pembiayaan neto .................  Rp.  37.055.782.303 

2. Realisasi...............................................  Rp.  40.555.782.303 
                       Selisih lebih Rp.   -3.500.000.000 
 

 
Pasal 4 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 
31 Desember Tahun 2013 Sebagai berikut : 

a. jumlah Asset.......................................... Rp. 4.532.075.638.740 
b. jumlah Kewajiban.................................. Rp.      43.360.038.647                       
c. jumlah Ekuitas Dana............................. Rp. 4.488.715.600.093 

 
 

 
Pasal……..…… 

 



  

Pasal 5 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
Tahun 2013 sebagai berikut : 

a. saldo kas awal per 1 Januari  
 tahun 2013 ............................................ Rp.      37.410.031.313 

b. arus kas dari aktivitas operasi .............. Rp.    143.091.987.251 
c. arus kas dari aktivitas investasi aset  

 non keuangan......................................... Rp.  (121.839.124.130) 

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan........ Rp.                            0 
e. arus kas dari aktivitas non anggaran..... Rp                             0 

f.  saldo kas akhir per 31 Desember  
 Tahun 2013............................................ Rp.      58.662.894.434 

 

Pasal 6 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1)  huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 
 

Pasal 7 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja  Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I  :   Laporan realisasi anggaran 
Lampiran I.1  : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi; 
Lampiran I.2  :  Rincian laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.3  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan;     

Lampiran I.4  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan kota dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 
Lampiran I.5  : Daftar piutang daerah; 
Lampiran I.6  : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Lampiran I.7  : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 

Lampiran I.8  : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 

 

 
 
 

 
 

Lampiran ……..…… 
 



  

Lampiran I.9  : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya; 

Lampiran I.10 :  Daftar dana cadangan daerah; 

Lampiran I.11 :  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 
b. Lampiran II  :  Neraca; 

c. Lampiran III  :  Laporan arus kas; dan 
d. Lampiran IV  :  Catatan atas laporan keuangan. 
 

Pasal 8 
 

Rincian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

  
Pasal 9 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Banda Aceh. 

 
 
 Ditetapkan di Banda Aceh 

 pada tanggal 13 Agustus     2014 M 
                                          17  Syawal     1435  H        

 
                                                            WALIKOTA BANDA ACEH 

 

                                                        Dto 
  

                                                                   ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



  

 
Diundangkan di Banda Aceh      

pada tanggal 13 Agustus     2014  M 
      17  Syawal      1435  H        

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH 
 

                            Dto 
 
                  T. SAIFUDDIN. TA 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI A       

NOMOR 4      
 

 

 


